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The aim of this study was to compare the impact of the basic price policy and the 
purchase of governement price policy against the rice prices in the market   (milling ) in 
the period 1970-1997 and the period 1998-2009. The data of this study are secondary 
data sourced from BPS, Bulog, and the results of relevant studies, including data on the 
history and analysis of rice policy, the data of rice price policy covers the basic prices 
and the purchase of government price  period 1969 - 2009, and data of rice price data at 
the milling level period 1969-2009. Data were analyzed with simple regression analysis . 
The results of this study are the basic prices and the purchase of government price  for 
dry unhusked at Mills always increase adjust to market developments. Basic rice price 
policy 1970-1978  has been effective. Basic rice price policy 1997-2009 is still effective. 
Rice price policy of (1970-1997) is more effective than the post-New Order (1998-2009). 
 
Keywords: Basic rice price, Dry unhusked price at mills, Purchase of  
                 government price 
PENDAHULUAN 
Diversifikasi pangan yang telah lama diupayakan belum mampu memunculkan 
bahan pangan lain yang signifikan menggantikan beras.  Meningkatnya  konsumsi pangan 
berbasis terigu yang merupakan komoditas impor bukan sesuatu yang menggembirakan.  
Sampai saat ini sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai 
makanan pokok sehari-hari. Firdaus (2008) menyatakan bahwa lebih dari 90% penduduk 
Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokoknya. Hal ini tentu mengakibatkan 
kebutuhan beras di Indoensia akan selalu tinggi, dan akan senantiasa meningkat seiring 
dengan bertambahnya jumlah penduduk. Fakta ini menunjukkan bahwa beras merupakan 
komoditas yang strategis di Indonesia. Selain memiliki peran yang strategis dalam 
ketahanan pangan, beras juga dalam ketahanan ekonomi, dan stabilitas politik nasional. 
Pada tahun 1966 dan 1998, goncangan politik dapat berubah menjadi krisis politik yang 
serius akibat dari lonjakan  harga pangan yang tinggi dalam waktu singkat. 
Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang hakiki yang setiap saat harus 
dapat dipenuhi, oleh karena itu pangan khususnya beras merupakan komoditas yang 
penting dan strategis. Pemenuhan kebutuhan pangan ini mencakup beberapa aspek, yaitu 
jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman dikonsumsi, dan mudah diperoleh dengan 
harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Keterkaitan yang erat dengan 
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ketahanan pangan menjadi alasan penting mengapa kebijakan menyerahkan komoditas 
pangan khususnya beras ke mekanisme pasar adalah kebijakan yang kurang tepat. 
Meskipun harus diakui bahwa intervensi pemerintah sendiri belum mampu 
berfungsi secara sempurna, bahkan pengalaman empiris membuktikan kegagalan 
pemerintah memberikan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dengan 
kegagalan mekanisme pasar sendiri. Namun demikian, tidak semua intervensi pemerintah 
memberikan hasil yang negatif terhadap perekonomian. Dalam keadaan tertentu 
diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengurangi dampak buruk bagi 
perekonomian. 
Peningkatan produksi beras menjadi perhatian penting pemerintah, terutama 
sejak awal Orde Baru hingga saat ini.  Bila dicermati, kebijakan tersebut senantiasa 
menggunakan dua instrumen, yaitu instrumen teknologi dan instrumen ekonomi.  
Penggunaan instrumen teknologi yang dipakai adalah perbaikan teknologi (Revolusi 
Hijau) dan perluasan areal melalui program ekstensifikasi. Selanjutnya Penggunaan 
instrumen ekonomi meliputi penetapan harga dasar gabah, yang kemudian diubah 
menjadi harga pembelian pemerintah, stabilisasi harga petani dan harga konsumen, 
penetapan harga eceran tertinggi serta subsidi pupuk dan subsidi bunga kredit usahatani.  
Secara filosofis, kebijakan harga setidaknya memiliki tiga fungsi strategis yang 
dapat memberikan perlindungan bagi petani produsen dan konsumen sekaligus. Pertama, 
kebijakan harga sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga stabilitas atau mengurangi 
fluktuasi harga antar musim, antar wilayah dan antar pelaku.  Kedua, kebijakan harga 
dimaksudkan untuk memberikan insentif atau signal positif yang dapat membantu petani 
merencakan pola produksinya pada musim tanam yang akan datang. Ketiga, kebijakan 
harga juga diharapkan digunakan sebagai acuan kepastian bagi konsumen beras, terutama 
dari kalangan tidak mampu.  Keempat, kebijakan harga bertujuan untuk menjadi peredam 
risiko produksi dan risiko usahatani padi dari fluktuasi iklim dan cuaca, ketidakpastian 
pasar.  Dengan kata lain, keempat fungsi strategis tersebut memang dimaksudkan untuk 
memberikan perlindungan bagi petani dan bagi konsumen, terutama kelompok miskin. 
(Arifin, 2005) 
Penggunaan instrumen ekonomi, terutama kebijakan harga dasar gabah yang 
kemudian diubah dengan harga pembelian pemerintah, dilakukan pemerintah dengan 
tujuan untuk memberikan insentif kepada petani yang diharapkan dapat mendorong 
perluasan areal tanam dan penggunaan teknologi lebih baik dalam budidaya tanaman padi 
(price-induced innovation) yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani.   
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Melalui kebijakan harga dasar gabah, diharapkan petani mendapatkan harga jual 
yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan pendapatan. Hal tersebut perlu 
dievaluasi, persoalan klasik pada kebijakan perberasan adalah berpangkal pada 2 tujuan 
yang harus dicapai sekaligus dan terkadang keduanya bertolak belakang, yaitu 
mempertahankan harga yang baik pada tingkat produsen, namun pada saat yang sama 
juga tidak terlalu memberatkan konsumen. Penelitian empiris membuktikan, keterkaitan 
harga produksi pertanian di tingkat konsumen dan di tingkat produsen (petani) bersifat 
asimetri (Simatupang dalam Khudari 2008).  
Arifin (2005) menjelaskan bahwa instrumen kebijakan harga yang umum 
digunakan adalah kebijakan harga dasar gabah (floor price) dan harga atap (ceiling 
price), dengan konsekuensi pemerintah akan mengeluarkan berapa pun biaya yang 
dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan harga tersebut. Kebijakan harga dasar gabah 
tersebut telah dilakukan pemerintah sejak tahun 1969 dan dipertahankan secara konsisten 
sampai dengan tahun 1997. Selanjutnya sejak akhir tahun 1998, karena berbagai kesulitan 
pemerintah, unsur-unsur penopang kebijakan Harga Dasar (HD) gabah dan beras terpaksa 
dihapus. Melalui proses yang cukup lama, secara resmi istilah  HD yang masih dipakai 
pada Inpres No.8 tahun 2000 diubah menjadi HDPP (Harga Dasar Pembelian 
Pemerintah). Pada Inpres No. 9 tahun 2001, kemudian berubah lagi menjadi HPP pada 
Inpres No. 2 tahun 2005.   
HD dan HPP ditetapkan dengan dasar hukum Instruksi Presiden yang secara rutin 
diberlakukan untuk merespon dinamika yang terjadi.  Bila dicermati, dari tahun ke tahun, 
HD dan HPP selalu mengalami peningkatan sebagai upaya mengantisipasi kenaikan biaya 
produksi, perkembangan pasar beras, dan kenaikan inflasi.   
Terkait dengan kebijakan pasar gabah dan beras mengalami  beberapa periode 
perkembangan. Menurut Suparmin dalam Arifin 2006, periode pasar gabah/beras dibagi 
menjadi tiga, yaitu periode isolasi pasar (1967-1998), pasar bebas masa reformasi (1998-
2001), maupun pada pasar terbuka terkendali seperti sekarang (2001-sekarang).   
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan dampak 
kebijakan harga dasar dan harga pembelian pemerintah terhadap harga gabah dan beras di 
pasaran (penggilingan) pada kurun waktu 1970-1997 dan kurun waktu 1998-2009. 
METODE PENELITIAN 
Data Penelitian  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari 
BPS, Bulog, dan hasil kajian yang relevan, meliputi : (1) Data-data mengenai sejarah dan 
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analisis kebijakan perberasan yang diperoleh dari, (2) Data kebijakan harga gabah 
meliputi harga dasar dan harga pembelian pemerintah kurun waktu 1969 – 2009, (3) Data 
harga gabah kering giling di tingkat penggilingan kurun waktu 1969 – 2009.   
 
Tahapan Analisis Data 
Perumusan Model Regresi Sederhana  
Persamaan model regresi sederhana adalah sebagai berikut umumnya adalah:  
Y  =  β0  +   β1X    
Dimana :  
Y adalah variabel terikat  dan X adalah variabel bebas.  
β0 adalah konstanta (intercept) yang merupakan titik potong antara garis regresi 
dengan sumbu Y pada koordinat kartesius.  
β1 adalah slope atau koefisien regresi 
Selanjutnya dalam penelitian ini model regresi sederhana tersebut di kembangkan 
menjadi  model sebagai berikut : 
Y  =  β0  +   β1X   +  D1  + β1*D1X    
Dimana :  
Y =  Variabel terikat, yaitu harga gabah kering giling di penggilingan 
X =  Variabel bebas, yaitu harga dasar atau harga pembelian  
     pemerintah 
β0 =  intersep 
β1 =  slope atau koefisien regresi 
D1 =  Dummy variable, yang bernilai 1 jika data berasal dari tahun 1970 – 
1997, bernilai 0 jika selain itu (berasal dari 1998 sampai dengan 
2009). 
Untuk penyusunan model regresi tersebut, dikumpulkan data hipotetik meliputi: 
(1) Harga harga gabah kering giling di penggilingan 1970-2009 (Y); (2) Harga dasar atau 
harga pembelian pemerintah pendapatan 1970-2009 (X)  
Analisis Data  
Untuk mengolah data, digunakan alat bantu SPSS 10. Uji yang diperlukan adalah : 
1. Pengujian Multikolinearitas 
Multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan linear di antara variabel-
variabel bebas dalam model regresi. Bila variabel-variabel bebas berkorelasi dengan 
sempurna, disebut dengan “multikolinearitas sempurna”). Untuk mendeteksi adanya 
multikolinearitas, dilihat dari nilai VIF (Vatiance Inflation Factor). Jika nilai VIF lebih 
dari 10, artinya terjadi multikolinearitas  
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2. Pengujian Otokorelasi 
Otokorelasi adalah terjadinya korelasi antaraa galat-galat dari periode waktu 
pengamatan yang berbeda. Otokorelasi terjadi dalam studi deret waktu. Jika galat-galat 
yang berkaitan dalam periode waktu tertentu terbawa kedalam periode-periode yang akan 
datang. 
Pengujian ada tidaknya Autokorelasi dilakukan dengan program Eviews 3.1, 
dengan menggunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Dilihat apakah 
probalilitas pada Obs*R-squared, jika lebih kecil dari 5%, maka ada autokorelasi, 
sedangkan jika lebih besar dari 5% berarti tidak ada autokorelasi. Kalau ada autokorelasi, 
penanganannya dilakukan dengan autoregressif (AR). 
1. Interpretasi Hasil Olah Data 





 dan Standard Error of Estimate (SEE). Pada output ANOVA (Analysis of Variance) 
diberikan perhitungan-perhitungan untuk pengujian signifikansi model secara 
keseluruhan. Pada output Coefficients diberikan estimasi koefisien-koefisien model 
regresi (baik yang unstandarized maupun yang standarized). Output juga diberikan 
standar error masing-masing koefisien, nilai t hitung serta signifikansinya (dalam P-
value).  
Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-
tabel pada α=1%, 5%, 10% dengan d.f = 10. Uji F atau pengujian secara simultan tidak 
diperlukan dalam model regresi sederhana karena hanya melibatkan satu variabel bebas. 
Nilai t-hitung pada koefisien β1 lebih besar dibandingkan nilai t(0,10)(10). Artinya 
koefisien β1 sebagai kumpulan pengaruh seluruh variabel di luar model memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi dengan tingkat signifikansi 10%. Nilai t-
hitung pada koefisien β2 lebih besar dibandingkan nilai t(0,01)(10). Artinya terdapat 
pengaruh yang sangat signifikan antara pendapatan dan konsumsi dengan tingkat 
signifikansi 1%. 
Pengujian hipotesis juga dapat dengan melihat nilai P-value yang diberikan pada 
output SPSS. Kriteria pengujiannya adalah jika P-value < α, maka tolak Ho, dalam artian 
terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik dari variabel tersebut. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tinjauan Historis Kebijakan Harga Gabah dan Beras 
Secara historis, perkembangan kebijakan pengendalian harga gabah dan harga 
beras dapat dilihat pada Tabel 1. Selama Orde Baru, pemerintah secara rutin menerbitkan 
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kebijakan harga dasar gabah dan beras sebagai instrumen kebijakan harga yang ketat dan 
terbukti cukup efektif.  Pada musim panen, pemerintah melalui Bulog membeli excess 
supply gabah petani untuk menjaga kejatuhan harga, sekaligus untuk mengisi stok 
domestik. Pada musim paceklik, pemerintah melaksanakan operasi pasar untuk meredam 
excess demand  yang dapat melonjakkan harga secara liar.  Selama beberapa dekade, 
instrumen seperti berjalan mulus, sebelum Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis 
politik pada tahun 1998.  




Sejak akhir tahun 1998, unsur penopang kebijakan ekonomi beras telah 
dihilangkan, yaitu: (1) Insulasi pasar beras domestik dari pasar internasional dihilangkan 
dengan dicabutnya monopoli beras yang selama itu dimiliki Bulog, distribusi oleh 
kebijakan tarif impor beras. Kebijakan ini ternyata tidak efektif karena adanya “moral 
hazard”, (2) “Captive market” bagi beras Bulog, yang berupa catu beras bagi PNS sudah 
dihilangkan, sehingga outlet bagi beras Bulog menjadi terbatas. Hal ini menyebabkan 
kemampuan Bulog untuk menyerap “marketable surplus” beras terbatas, (3) Dana KLBI 
yang dapat dimanfaatkan Bulog dan koperasi untuk pembelian gabah/beras petani 
Tahun Uraian Kebijakan 
1967  
(17 Agustus)  
Pemerintah menegaskan akan mengimplementasikan kebijakan harga beras 
yang berisikan insentif  produksi untuk petani..  
Pemerintah mengusulkan rumusan kebijakan harga dasar yang merangsang 
peningkatan produksi dan kontrol harga beras tertinggi.  
1968  Kebijakan harga dasar (harga dasar dengan patokan harga pupuk saat itu) 
diumumkan.  
1970  Kebijakan tersebut mulai dilaksanakan  
1973  
(11 Mei)  
Pemerintah menyatakan bahwa harga dasar adalah harga terendah di mana 
petani harus menerimanya. Tujuan harga dasar untuk mengangkat petani 
sebagai produsen  
1973-1984  Perhitungan untuk mendapatkan harga dasar ditetapkan dengan menggunakan 
formula incremental benefit cost ratio (IBCR).  
1985-2001  Pendekatan perhitungan harga dasar diarahkan untuk menyeimbangkan antara 
produksi dan kebutuhan konsumsi ditambah kebutuhan untuk cadangan beras 
pemerintah. Tahun 1988 Bulog menerapkan perbedaan harga pembelian gabah 
di berbagai daerah.  
1998 Inpres No.19/1998 yang menetapkan HDG  (Harga Dasar gabah) 
2000 Inpres No.8/2000 yang menetapkan HDG dan HPG&B (harga Pembelian 
Gabah dan Beras) 
2001 Inpres No.9/2001 yang menetapkan HDPP (Harga Dasar Pembelian 
Pemerintah) 
2005  Inpres No.2/2005 yang menetapkan HPP (Harga Pembelian Pemerintah) 
Inpres No.13/2005 yang menetapkan HPP 
2007  Inpres No.3/2007 yang menetapkan HPP  
2008 Inpres No. 2/2008 yang menetapkan HPP 
2009 Inpres No. 7/2009 yang menetapkan HPP 
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dihapuskan sehingga Bulog harus beroperasi dengan dana komersial. Hal ini membatasi 
kemampuan kedua institusi tersebut untuk melaksanakan pengadaan pangan dari produksi 
domestik, (4) Berbagai subsidi input dihilangkan, terakhir adalah subsidi pupuk dicabut 
dan distribusi diserahkan kepada pasar. Kebijakan ini meningkatkan biaya usahatani 
sehingga petani mengharapkan dapat harga gabah yang tinggi.  
Pencabutan monopoli impor beras Bulog, maka Indonesia telah memasuki 
perdagangan bebas dalam hal perberasan. Kondisi yang seperti itu, kebijakan HDG tidak 
bisa efektif karena instrument pendukungnya tidak memadai, akibatnya kebijakan HD 
menggantung. Selanjutnya , pemerintah mengganti kebijakan harga dasar (HD) menjadi 
Harga Dasar Pembelian Pemerintahj (HDPP) dengan terbitnya Inpres No. 9 tahun 2001.  
Selanjutnya diubah lagi menjadi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dengan terbitnya 
Inpres No. 3 tahun 2005.  Selanjutnya dalam kurun waktu  tahun 2005 sampai dengan 
tahun 2009 telah diterbitkan 5 Inpres Kebijakan Perberasan yang menetapkan HPP. 
Dampak Kebijakan Harga Dasar dan Harga Pembelian Pemerintah terhadap 
Harga Gabah Kering Giling di Penggilingan Tahun 1970 -1997 
Catatan mengenai Harga Dasar/Harga Pembelian Pemerintah dan Harga Gabah 
Kering Giling serta Rasio Keduanya dapat dilihat pada Tabel 2. Nilai Harga Dasar 
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 selalu mengalami kenaikan menyesuaikan 
perkembangan pasar. Rasio 1,18 menunjukkan bahwa kebijakan harga dasar gabah kering 
giling efektif dalam mempengeruhi tingkat harga gabah kering giling di penggilingan. 
Bila dilihat dari data tahunan, tidak pernah terjadi harga GKG di penggilingan lebih 
rendah dari harga dasar GKG.  Nampak rasio harga tertinggi tercapai pada tahun 1973 
sebesar 1.56, disusul kemudian pada tahun 1972 yaitu 1,37.  Sedangkan rasio harga 
terendah terjadi pada tahun 1993 dan tahun 1986, yaitu masing-masing sebesar 1,05 dan 
1,06. 
Efektivitas pengendalian harga produsen dan stabilitas harga konsumen sampai 
tahun 1998 sangat baik. Tujuan penetapan harga dasar gabah secara umum dapat dicapai, 
hal ini dapat dilihat dari kejadian jatuhnya harga gabah di bawah harga dasar termasuk  
jarang terjadi. Bila dibandingkan dengan negara tetangga Philipina yang lebih sering 
terjadi jatuhnya harga gabah di bawah harga dasar misalnya, Indonesia memiliki  
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Tabel 2 Data Harga Dasar/Harga Pembelian Pemerintah dan Harga Gabah Kering Giling 
serta Rasio Keduanya Kurun Waktu Tahun 1970-1988 
 Tahun 
HD/HPP 
(Rp) HGKG-P (Rp) 
Rasio 
(HGKG-P / HD-HPP) 
1970 20,9 24,1 1,15 
1971 20,9 24,2 1,16 
1972 20,9 28,6 1,37 
1973 30,4 47,3 1,56 
1974 41,8 50,6 1,21 
1975 58,5 62,1 1,06 
1976 68,5 75,7 1,11 
1977 71,0 79,4 1,12 
1978 75,0 82,0 1,09 
1979 85,0 106,6 1,25 
1980 95,0 125,3 1,32 
1981 105,0 134,1 1,28 
1982 120,0 149,7 1,25 
1983 135,0 171,5 1,27 
1984 145,0 183,3 1,26 
1985 175,0 189,7 1,08 
1986 175,0 186,1 1,06 
1987 210,0 224,1 1,07 
1988 210,0 270,2 1,29 
1989 250,0 270,2 1,08 
1990 270,0 308,5 1,14 
1991 295,0 354,2 1,20 
1992 330,0 382,3 1,16 
1993 340,0 356,6 1,05 
1994 360,0 413,2 1,15 
1995 400,0 483,2 1,21 
1996 450,0 491,4 1,09 
1997 525,0 588,0 1,12 
Rata-rata Rasio 1,18 
  
Analisis regresi menunjukkan hasil sebagai berikut : 
Y= -19,586  + 1,294 X1  
 
Nilai intercept negatif namun tidak dapat dinterpretasikan secara signifikan.  
Selanjutnya nampak koefisen regresi atau slope bernilai  1,294.  Hal ini menunjukkan 
bahw kebijakan harga gabah efektif.  Bila harga dasar naik sebesar Rp. 100,00 maka 
harga GKG di tingkat penggilingan adalah Rp, 129,4. 
Dampak Kebijakan Harga Dasar dan Harga Pembelian Pemerintah terhadap 
Harga Gabah Kering Giling di Penggilingan Tahun 1998 -2009 
Catatan mengenai Harga Dasar/Harga Pembelian Pemerintah dan Harga Gabah 
Kering Giling serta Rasio Keduanya dapat dilihat pada Tabel 3.  
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Tabel 3 Data Harga Dasar/Harga Pembelian Pemerintah dan Harga Gabah Kering Giling 
serta Rasio Keduanya Kurun Waktu Tahun 1998-2009 
Tahun HD/HPP Rp) HGKG-P (Rp) 
Rasio 
(HGKG-P / HD-HPP) 
1998 765,0 1136,0 1,48 
1999 1450,0 1455,9 1,00 
2000 1450,0 1339,0 0,92 
2001 1500,0 1466,0 0,98 
2002 1725,0 1560,0 0,90 
2003 1725,0 1615,0 0,94 
2004 1725,0 1640,0 0,95 
2005 1740,0 1784,9 1,03 
2006 2250,0 2377,2 1,06 
2007 2575,0 2650,8 1,03 
2008 2800,0 2811,9 1,00 
2009 3000,0 3067,3 1,02 
Rata-rata Rasio 1,03 
 Nilai Harga Dasar seperti telihat pada Tabel 2 selalu mengalami kenaikan 
menyesuaikan perkembangan pasar. Rasio 1,03 menunjukkan bahwa kebijakan harga 
dasar gabah kering giling masih efektif dalam mempengaruhi tingkat harga gabah kering 
giling di penggilingan. Bila dilihat dari data tahunan, terjadi sebanyak 5 kali dalam 12 
tahun harga GKG di penggilingan lebih rendah dari harga dasar GKG, yaitu tahun 2000 – 
tahun 2004.  Nampak rasio harga tertinggi tercapai pada tahun 1998 sebesar 1,.48; disusul 
kemudian pada tahun 2006 yaitu 2002, yaitu 0,90.  
Analisis regresi sederhana menunjukkan hasil sebagai berikut : 
Y = - 212.0639634  + 1.098482388 X  
 
Nilai intercept negatif namun tidak dapat dinterpretasikan secara signifikan.  
Selanjutnya nampak koefisen regresi atau slope bernilai  1,10. Hal ini menunjukkan 
bahwa kebijakan harga gabah efektif.  Bila harga dasar naik sebesar Rp. 100,00 maka 
harga GKG di tingkat penggilingan adalah Rp, 109,48.  
SIMPULAN 
Harga Dasar dan Harga Pembelian Pemerintah Gabah Kering Giling selalu 
mengalami kenaikan menyesuaikan perkembangan pasar. Rasio harga gabah kering giling 
di penggilingan dan harga dasar gabah kering giling dalam kurun waktu tahun 1970-1988 
sebesar 1,18, dan kurun waktu tahun 1998-2009 sebesar 1,03 menunjukkan bahwa 
kebijakan harga dasar gabah telah atau masih efektif. Koefisen regresi atau slope bernilai  
1,29 untuk kurun waktu tahun 1970-1997 dan 1,10 menunjukkan bahwa kebijakan harga 
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gabah telah atau masih efektif.  Perbandingan rasio harga dan koefisien regresi diatas 
menunjukkan bahwa kebijakan harga gabah zaman orde baru (1970-1997) lebih efektif 
dibanding pasca orde baru (1998-2009). 
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